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Lampiran 1: Surat Permohonan Penelitian 

 



Lampiran 2: Transkrip Wawancara 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Tanggal Wawancara: 30 Juni 2020 

Tempat/Waktu: Via Zoom/Pukul 13:30 Wita 

 

Identitas Narasumber: 

1. Nama : Albertina Ho. S.H., M.H. 

2. TTL : Maluku, 11 Januari 1960 

3. Umur: 60 Tahun 

4. Jenis Kelamin: Perempuan 

5. Pendidikan Terakhir: Magister Ilmu Hukum  

6. Pekerjaan: Dewan Pengawas KPK 

Hasil Wawancara: 

P: Bagaimana prosedur untuk pemberian izin penyadapan, 

penggeledahan dan atau penyitaan oleh Dewan Pengawas KPK? 

Jawaban: 

Dewan Pengawas bekerja berdasarkan SOP yang ada untuk 

prosedurnya. Sementara untuk yang lainnya, kita berkiblat kepada 

KUHAP maupun UU KPK, UU Tipikor maksudnya.  

P: Berarti tidak berbentuk peraturan pelaksana Bu? 

Jawaban: 

Ya, berbentuk SOP. Kan Dewas tidak bisa membuat peraturan perintah 

misalnya. Dia hanya membuat SOP untuk melaksanakan tugasnya itu. 

Kemudian syaratnya bagaimana? Ya, kita melihat kepada KUHAP. Kan di 

KUHAP mengaturkan dan UU KPK begitu.  

P: Tapi Prosedurnya sudah ada bu yang pasti? 

Jawaban: 

Ya, ada pasti. Kalau tidak ada bagaimana bisa bekerja? Anda bisa bekerja 

tanpa SOP?  

P: SOP-nya saya bisa dapat di mana bu? 

Jawaban: 
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Oh, Kalau SOP kan berlaku internalkan, benar nda? Itu bersifat internal 

untuk di dalam tapi kalau secara ringkas prosedurnya ya, ini yang 

ditanyakan prosedur apa? Saya akan menjawab secara lisan.  

P: Bagaimana prosedur penyadapan, penggeledahan dan penyitaan? 

Jawaban: 

Baik saya jawab saja prosedurnya, prosedur izin penyadapan sesuai yang 

diatur dalam Undang-Undang. Penyidik mengajukan permohonan gelar 

perkara, kemudian dilakukan gelar perkara, setelah gelar perkara, 

Penyidik juga mengajukan permohonan tertulis dari Pimpinan KPK untuk 

izin penyadapan, kemudian Dewas bermusyawarah berdasarkan gelar 

perkara tadi, lalu memberikan persetujuan atau penolakan. Kalau 

memberikan persetujuan diterbitkan izin penyadapannya, tetapi kalau 

tidak memberikan persetujuan, lalu ditolak permohonan izinnya 

penyadapannya. Itu dikeluarkan dalam tempo 1 x 24 (satu kali dua puluh 

empat) jam. Praktek selama ini berjalan untuk penyadapan itu, biasanya 

memerlukan waktu atau proses sekitar satu jam dua jam, sudah selesai 

izinnya atau ditolak.  

Kemudian, untuk izin penggeledahan dan penyitaan prosedurnya sama. 

Penyidik mengajukan izin penggeledahan atau penyitaan. Kemudian, 

permohonan izin diajukan ke Dewan Pengawas, lalu Dewan Pengawas 

masing-masing memberikan pendapat, sebelum izin diajukan ada laporan 

hasil analisa, ada analisa dibuat oleh kelompok jabatan fungsional. Lalu 

kemudian Dewan Pengawas memberikan pendapat, kalau pendapatnya 

menyetujui, diterbitkanlah izin penggeledahan atau penyitaannya. Kalau 

pendapatnya menolak, juga tetap diterbitkan izinnya, izinnya berupa 

penolakan, izinnya merupakan penolakan izin. Kemudian, kalau kadang-

kadang juga terjadi hanya dikabulkan atau hanya diberikan izin tidak 

seluruhnya, misalnya sita diajukan ada 20 (dua puluh) macam atau 20 

(dua puluh) jenis barang yang akan disita, mungkin hanya disetujui 15 

(lima belas), yang 5 (lima) tidak disetujui bisa juga terjadi. Demikian pula 

juga dengan penggeledahan, mungkin diajukan terhadap rumah atau 

bangunan tertutup itu ada dua puluh bisa terjadi hanya dikabulkan hanya 

lima belas. Itu kira-kira prosedurnya. Untuk penyitaan maupun 

penggeledahan juga diterbitkan dalam tempo satu kali dua puluh empat 

jam sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

P: Apakah ada perbedaan pendapat ketika izin penyidik itu, misalnya telah 

dilakukan gelar perkara, apakah ada perbedaan pendapat dari Dewas? 

Dan bagaimana caranya Dewas untuk memusyawarahkan itu? 

Jawaban: 
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Kalau ada perbedaan pendapat, tentu saja di Dewas itu sudah ada 

aturannya mengenai tata kelola dalam Dewas sendiri. Keputusan yang 

diambil itu bersifat kolegtif kolegial, jadi persetujuan semuanya dengan 

musyawarah, tapi kalau perbedaan, ya suara terbanyak. Mekanismenya 

begitu. 

P: Voting ya bu? 

Jawaban:  

Bukan voting, suara terbanyak, bedakan dengan voting? 

P: Apa kendala selama ini dalam pemberian izin yang dilakukan oleh 

Dewan Pengawas? 

Jawaban: 

Kalau dari Dewas tidak ada kendala dalam memberikan izin, karena 

sudah sesuai itulah. 

P: Kapan SOP pemberian izin itu diterbitkan? Setelah revisi UU KPK 

Jawaban: 

Ya iya Dewas yang membuat. Dewan Pengawas yang membuat SOP itu 

kan.  

P: Maksudnya saya mau tahu tanggal berapa pastinya Bu, SOP itu 

diterbitkan? 

Jawaban: 

Kalau tanggalnya, saya tidak ingat karena peraturannya banyak, 

tanggalnya banyak. Yang jelas SOP itu dibuat kemudian disahkan dalam 

surat keputusan Dewan Pengawas di tahun 2020 

P: Tahun 2020 awal ya Bu? 

Jawaban: 

Saya lupa tanggal pastinya, tentu saja sejak awal itu kita belum punya 

SOP kan, tapi izin masuk, kitakan harus bekerja, betul nda? Harus tetap 

dikerjakan. Jadi, awal itukan proses penyusunan SOP, SOP masih 

disusun kan bukan cuman beberapa SOP, tapi banyak SOP yang dibuat. 

Tentu saja memerlukan waktu. Awalnya itu kita harus bekerja harus 

memproses izin-izin itu berdasarkan rancangan SOP (draft SOP). Setelah 

itu, baru SOP-nya disahkan. Karena tidak bisa kita tidak bekerja kalau izin 

masuk, masa kita bilang tunggu SOP belum jadi? Tentu tidak bisa. 

P: Kalau kasus yang ditangani KPK selama hadirnya Dewas ada berapa? 
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Jawaban: 

Kasus yang ditangani KPK? Yah, tanyakan ke KPK saya gak tahu total 

kasus yang ditangani KPK 

P: Maksud saya sudah berapa izin yang dikeluarkan Dewas 

Jawaban: 

Kalau izin yang dikeluarkan Dewas saya tidak ingat persis, tapi sudah 

banyak. Untuk penyitaan yang paling banyak. Untuk penyitaan sudah 

diatas seratus. Untuk sadap itu, saya lupa mungkin sekitar lima puluan kali 

ya. Untuk sadap. Kemudian geledah, ini surat izinnya tapi dalam surat izin 

itu, bisa yang digeledah dua puluh rumah misalnya bedakan? Nahh. Ini 

per surat izin. Kemudian untuk satu kasus, bisa sampai izin geledah ada 

sepuluh bisa. Nah jadi untuk izin geledah saya lupa ya pasti berapa, tapi 

kayaknya izin geledah itu, mungkin sekitar tiga puluhan kali ya. Tapi kalau 

yang pasti harus dilihat dulu datanya. Di administrasi. Di TU.  

P: Saya konfirmasi ulang ya bu, SOP hanya untuk internal Dewas tidak 

boleh di publish ke publik termasuk dengan penelitian saya 

Jawaban:  

Apa saya tadi bilang tidak boleh di publish ke publik? Kesimpulan anda ini. 

Tadi saya katakan, bahwa SOP itu dibuat untuk kepentingan pelaksanaan 

tugas  internal Dewas. Dan berlaku tentu saja berlaku untuk yang 

membuat. Terus, berdasarkan SOP prosedurnya seperti apa, itulah yang 

saya jelaskan tadi. Dan memang seperti itulah, tapi kalau misalnya anda 

mau bandingkan, jangan-jangan saya bohong, silahkan bandingkan saja 

dengan penyindik KPK yang mengajukan izin atau penyilidik KPK yang 

mengajukan permohonan sadap ya. 
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Lampiran 3: Surat Resmi dan Jawaban Tambahan KPK 

 



197 
 

 


